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Abstract

Divorce constitutes the dissolution of a marital bond resulting from incompatibility between a
husband and wife that can no longer be sustained. One factor contributing to divorce is a long-
distance marital relationship, particularly when the husband works as an Indonesian migrant
worker (IMW), which may lead to disrupted communication and the failure to fulfill marital
obligations. This study aims to analyze the judges’ considerations in granting Decision Number
53/Pdt.G/2024/PA.BWN concerning a wife’s divorce petition against her husband, who works
as an Indonesian migrant worker, and to examine the decision from the perspective of Islamic
law. This study employs a qualitative method with a descriptive approach, using observation,
interviews, and documentation for data collection. The findings indicate that the Panel of
Judges based its decision on Article 116(f) of the Compilation of Islamic Law and Article 39(2)
of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The petition was granted because the
respondent had left the petitioner for 9 years and 8 months, communication had ceased, and
financial support had not been provided. From the perspective of Islamic law, the decision is
justified because the objectives of marriage were no longer achievable and marital rights and
obligations remained unfulfilled.

Keywords: Divorce, Indonesian Migrant Worker, Islamic Law, Divorce Petition, Religious
Court.
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A. Pendahuluan

Perkawinan dalam perspektif Islam bukan sekadar ikatan hukum antara laki-
laki dan perempuan, tetapi merupakan mitsaqan ghalizhan atau perjanjian yang
kuat untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Qadri &
Siregar, 2023). Namun, dalam realitas sosial, tujuan tersebut tidak selalu dapat
diwujudkan karena adanya berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga.
Salah satu persoalan yang semakin mendapat perhatian adalah perceraian dalam
keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh, termasuk keluarga ketika suami
bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (Gusman, 2024).
Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial dalam relasi keluarga
karena Kketerpisahan fisik, terbatasnya interaksi, berkurangnya intensitas
komunikasi, serta tidak optimalnya pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab suami
maupun istri. Dalam kondisi tertentu, jarak geografis yang berlangsung dalam
waktu lama dapat berkembang menjadi persoalan ekonomi, emosional, dan sosial
yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan perkawinan.

Secara normatif, hukum Islam memandang perkawinan sebagai institusi yang
memiliki tujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl), memberikan ketenteraman, serta
mewujudkan hubungan yang dilandasi kasih sayang dan tanggung jawab. Al-Qur'an
menempatkan hubungan suami istri sebagai hubungan yang mengandung
ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (Fathullah dkk.,
2025). Oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang
harus dilaksanakan secara seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah,
perlindungan, dan pemeliharaan keluarga, sedangkan istri memiliki kewajiban yang
berkaitan dengan kehidupan rumah tangga sesuai ketentuan syariat. Apabila hak
dan kewajiban tersebut tidak terlaksana secara berkelanjutan dan tujuan
perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan, maka perceraian dapat menjadi jalan
terakhir untuk mengakhiri kemudaratan. Dengan demikian, perceraian dalam
hukum Islam tidak semata-mata dipahami sebagai kegagalan perkawinan, tetapi
juga sebagai mekanisme hukum untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar.

Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, salah satu bentuk
perceraian adalah cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri kepada
Pengadilan Agama. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan
bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan
Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat, dengan
ketentuan tertentu apabila istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin
suami (Ghoni, 2022). Konsep cerai gugat menunjukkan bahwa hukum memberikan
ruang kepada istri untuk memperoleh perlindungan hukum ketika kehidupan
perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam konteks suami yang bekerja
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sebagai TKI, cerai gugat menjadi relevan ketika keberadaan suami di luar negeri
dalam waktu panjang menyebabkan terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya
nafkah, atau tidak terlaksananya kewajiban perkawinan. Kondisi tersebut menjadi
penting untuk dianalisis karena keputusan perceraian harus mempertimbangkan
fakta sosial sekaligus prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Fenomena perceraian tersebut dapat dilihat melalui data Badan Pusat Statistik
(BPS). Pada tahun 2023, Indonesia mencatat 463.654 kasus perceraian, dengan
Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 88.213
kasus. Pada tahun 2024, jumlah perceraian secara nasional menurun menjadi
394.608 kasus, tetapi jumlah tersebut tetap menunjukkan tingginya persoalan
ketahanan keluarga. Dari keseluruhan kasus tersebut, 308.956 kasus merupakan
cerai gugat, sedangkan 85.652 kasus merupakan cerai talak, sehingga perkara yang
diajukan oleh istri jauh lebih dominan. Selanjutnya, data BPS tahun 2025
menunjukkan bahwa jumlah perceraian kembali meningkat menjadi 438.168 kasus,
atau naik sekitar 11,03% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun tersebut, Jawa
Timur mencatat 83.208 kasus perceraian (Indonesia, 2024). Data tersebut
memperlihatkan bahwa perceraian merupakan persoalan sosial yang bersifat
dinamis dan membutuhkan kajian hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek
normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakanginya
(Reftantia dkk., 2024).

Dari sisi regulasi, perceraian di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa
perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau berdasarkan keputusan
pengadilan. Pasal 39 ayat (1) menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan
di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan Pasal 39 ayat (2) mensyaratkan
adanya alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun
sebagai pasangan (RI, 1974). Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang
Perkawinan. Dalam perkara keluarga Muslim, ketentuan tersebut berhubungan
dengan KHI, khususnya Pasal 116 yang mengatur alasan-alasan perceraian dan
Pasal 132 yang mengatur cerai gugat. Dengan demikian, putusan hakim dalam
perkara perceraian merupakan hasil interaksi antara hukum positif, hukum Islam,
fakta persidangan, dan upaya mewujudkan keadilan bagi para pihak.

Beberapa fakta literatur menunjukkan pentingnya penelitian mengenai
perceraian dalam hubungan perkawinan jarak jauh. Pertama, penelitian Yusuf dkk.,
(2021) menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara
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terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga sehingga hubungan suami istri tidak
lagi harmonis; kedua, penelitian Saleh dkk., (2025) bahwa suami yang bekerja
sebagai TKI menyebabkan terjadinya jarak dan keterpisahan tempat tinggal dalam
waktu yang cukup lama, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban suami istri,
terutama dalam aspek nafkah, perhatian, komunikasi, dan kehidupan bersama,
tidak berjalan secara optimal; ketiga, Luluk, (2026) menunjukkan adanyan keadaan
yang menimbulkan Kketidaknyamanan dan penderitaan bagi istri sehingga
mempertahankan rumah tangga dinilai tidak lagi memberikan kemaslahatan bagi
kedua belah pihak; dan keempat, penelitian [lhami, (2026) menunjukkan bahwa
hakim mempertimbangkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit diwujudkan, sementara upaya
mempertahankan perkawinan tidak lagi efektif. Penelitian mengenai putusan
tersebut juga menempatkan perkara ini dalam konteks gugat cerai istri terhadap
suami yang menjadi TKI dan menyoroti adanya ketidakharmonisan rumah tangga
sebagai persoalan utama.

Tujuan penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.BWN
tentang gugat cerai istri terhadap suami yang menjadi TKI di Pengadilan Agama
Bawean. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis
Hakim dalam mengabulkan gugatan tersebut dan mengkaji kesesuaiannya dengan
prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa hubungan
perkawinan jarak jauh yang berlangsung dalam waktu panjang, disertai terputusnya
komunikasi dan tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, dapat menjadi indikator
bahwa tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan secara optimal. Asumsi
tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa bekerja sebagai TKI secara
otomatis menjadi alasan perceraian, melainkan bahwa konsekuensi sosial dan
hukum dari hubungan jarak jauh perlu dinilai berdasarkan fakta konkret dalam
setiap perkara. Oleh karena itu, posisi hakim menjadi sangat penting dalam menilai
apakah alasan perceraian telah memenuhi ketentuan hukum dan prinsip keadilan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam memperkaya kajian
hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara cerai gugat,
perkawinan jarak jauh, kewajiban nafkah, dan perlindungan hak-hak istri. Secara
praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim,
praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat dalam memahami penyelesaian
perkara perceraian yang melibatkan pasangan yang bekerja sebagai TKI. Selain itu,
penelitian ini dapat memberikan pemahaman bahwa status suami sebagai pekerja
migran tidak dengan sendirinya menjadi dasar perceraian, tetapi harus dikaitkan
dengan akibat nyata terhadap keberlangsungan rumah tangga, seperti lamanya
meninggalkan keluarga, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya nafkah, dan
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tidak terlaksananya hak serta kewajiban suami istri. Dengan demikian, kajian
terhadap Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.BWN diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap
perubahan sosial sekaligus tetap berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan
tujuan perkawinan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian
lapangan (field research) dan pendekatan deskriptif (Ansari dkk., 2023). Pendekatan
kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai
fenomena yang diteliti melalui data berupa kata-kata, kalimat, tindakan, dan
dokumen. Penelitian dilaksanakan secara langsung di Pengadilan Agama Bawean,
Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, dengan peneliti sebagai instrumen
utama yang berinteraksi langsung dengan sumber data. Kehadiran peneliti
dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pra-penelitian atau observasi selama 10 hari
dan tahap penelitian selama 20 hari. Sumber data terdiri atas data primer yang
diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pengadilan Agama
Bawean, serta data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dokumen, dan
sumber internet yang relevan dengan perkara cerai gugat dan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi (Rosmita dkk., 2024). Observasi dilakukan dengan mengamati secara
langsung objek dan kondisi penelitian di Pengadilan Agama Bawean. Wawancara
dilakukan secara tidak terstruktur atau bebas kepada Majelis Hakim yang
menangani perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan Putusan Nomor
53/Pdt.G/2024/PA.BWN. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa
putusan, dokumen kelembagaan, catatan, dan berbagai informasi yang relevan
dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui
tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data (data display) (Ansari & Arifin,
2026), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan
memilih dan memusatkan data yang relevan, kemudian data disajikan secara
sistematis untuk memudahkan interpretasi dan penarikan kesimpulan sesuai
dengan fokus penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi.
Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa data dari berbagai
sumber, metode, pengamat, dan teori untuk memastikan kredibilitas hasil
penelitian (Hasan dkk., 2025). Triangulasi sumber dilakukan dengan
membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen, sedangkan triangulasi
pengamat melibatkan pihak lain, seperti pembimbing, dalam memberikan penilaian
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terhadap hasil penelitian. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan
perspektif teori yang relevan untuk menguji temuan penelitian, sementara
triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara,
dan dokumentasi (Miles & Huberman, 2014). Dengan tahapan tersebut, penelitian
diharapkan  menghasilkan data yang valid, objektif, dan dapat
dipertanggungjawabkan secara akademik dalam menganalisis Putusan Nomor
53/Pdt.G/2024/PA.BWN berdasarkan perspektif hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Nomor:
53/Pdt.G/2024/PA.BWN. Tentang Gugat Cerai Istri pada Suami yang
Menjadi TKI

Perkara Nomor 53/Pdt.G/2024 /PA.BWN merupakan perkara cerai gugat yang
diajukan oleh seorang istri sebagai Penggugat terhadap suaminya sebagai Tergugat
yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (TKI) di Malaysia. Berdasarkan hasil
penelitian, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 16 Juni
2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Sangkapura sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
166/016/V1/2014. Setelah menikah, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua
Penggugat dan telah menjalankan kehidupan sebagai suami istri serta melakukan
hubungan layaknya pasangan suami istri. Dari perkawinan tersebut belum
dikaruniai anak. Pada Juli 2014, Tergugat berangkat ke Malaysia untuk bekerja
sebagai TKI setelah memperoleh persetujuan dari Penggugat. Namun, sejak Agustus
2014 komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus. Tergugat tidak lagi
memberikan nafkah, tidak pernah kembali kepada Penggugat, dan keberadaannya
tidak diketahui secara jelas. Kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih 9
tahun 8 bulan sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke
Pengadilan Agama Bawean.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan Tergugat
sebagai TKI bukan merupakan alasan tunggal yang menyebabkan perceraian.
Keberangkatan Tergugat ke Malaysia pada awalnya telah memperoleh persetujuan
Penggugat dan pada prinsipnya bekerja di luar negeri bukan merupakan
pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan. Persoalan muncul Kketika
keberangkatan tersebut diikuti dengan terputusnya komunikasi, tidak
terpenuhinya kewajiban nafkah, tidak adanya kepastian mengenai keberadaan
Tergugat, serta tidak adanya upaya untuk mempertahankan kehidupan rumah
tangga. Dengan demikian, aspek yang menjadi perhatian utama dalam perkara ini
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adalah akibat dari perpisahan yang berlangsung sangat lama dan tidak adanya
pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.

Dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan
rumah tangga para pihak secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara dengan
hakim, terdapat tiga pertimbangan utama yang menjadi dasar dikabulkannya
gugatan Penggugat. Pertama, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat telah
mengalami keretakan akibat perpisahan yang berlangsung selama 9 tahun 8 bulan.
Kedua, tidak terdapat harapan yang realistis untuk membangun kembali kehidupan
rumah tangga karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya, tidak melakukan
komunikasi, dan tidak pernah kembali kepada Penggugat. Ketiga, Penggugat telah
memiliki tekad yang kuat untuk mengakhiri perkawinannya. Ketiga pertimbangan
tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya melihat keberadaan
perpisahan secara formal, tetapi juga menilai kondisi faktual dan kemungkinan
keberlangsungan rumah tangga para pihak.

Pertimbangan hakim tersebut memiliki relevansi dengan ketentuan Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Siswoyo & Saputra,
2022). Ketentuan tersebut pada prinsipnya mengharuskan adanya alasan yang
cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
istri. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
(KHI) (Sartika, 2020), yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-
menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah
tangga.

Dalam perkara ini, keadaan para pihak menunjukkan terpenuhinya substansi
alasan perceraian tersebut. Perpisahan selama 9 tahun 8 bulan, terputusnya
komunikasi, tidak adanya pemberian nafkah, dan tidak adanya kepastian
keberadaan Tergugat merupakan rangkaian fakta yang menunjukkan bahwa
kehidupan rumah tangga tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan,
keadaan tersebut telah berlangsung dalam waktu yang sangat panjang tanpa adanya
perubahan yang menunjukkan kemungkinan untuk membangun kembali rumah
tangga. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan secara
formal tidak lagi memberikan manfaat bagi Penggugat maupun Tergugat.

Pertimbangan hakim juga menunjukkan bahwa tujuan perkawinan menjadi
salah satu aspek yang diperhatikan dalam memutus perkara. Perkawinan tidak
hanya dimaknai sebagai ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga
sebagai hubungan yang menuntut adanya kehidupan bersama, komunikasi, kasih
sayang, tanggung jawab, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
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Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam jangka waktu yang
sangat panjang tanpa komunikasi dan tanpa memenuhi kewajibannya, maka
substansi kehidupan perkawinan menjadi tidak terlaksana. Dalam kondisi
demikian, perceraian dapat menjadi jalan hukum untuk memberikan kepastian
terhadap status para pihak.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat dapat
diklasifikasikan ke dalam tiga aspek, yaitu pertimbangan faktual, pertimbangan
yuridis, dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan faktual didasarkan pada
perpisahan selama 9 tahun 8 bulan, terputusnya komunikasi, tidak adanya nafkah,
dan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat. Pertimbangan yuridis didasarkan
pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9
Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) KHI (Munawara dkk., 2021). Sementara itu,
pertimbangan sosiologis berkaitan dengan kondisi rumah tangga yang tidak lagi
memberikan ketenteraman dan tidak terdapat harapan untuk membangun kembali
kehidupan rumah tangga.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan
Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra. Dalam praktik peradilan
agama, perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama dapat berakibat pada
jatuhnya talak ba'in sughra. Pasal 119 ayat (2) KHI menempatkan talak yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu bentuk talak ba'in sughra
(Hutagalung & Gunawan, 2019). Akibat hukumnya, mantan suami tidak dapat
melakukan rujuk selama masa idah, tetapi apabila kedua pihak ingin kembali
membangun perkawinan, hal tersebut dapat dilakukan melalui akad nikah baru.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor:
53/Pdt.G/2024/PA.BWN. Tentang Gugat Cerai Istri pada Suami yang
Menjadi TKI

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan ikatan yang bertujuan
membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena
itu, perkawinan tidak hanya mengikat suami dan istri secara hukum, tetapi juga
melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.
Kehidupan rumah tangga menuntut adanya pemenuhan kebutuhan material dan
nonmaterial, komunikasi, kasih sayang, perlindungan, serta tanggung jawab
bersama. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terlaksana secara terus-
menerus, tujuan perkawinan dapat mengalami kegagalan. Prinsip tujuan
perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
juga menjadi landasan penting dalam memahami alasan perceraian dalam praktik
peradilan agama.
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Dalam perkara Nomor 53/Pdt.G/2024 /PA.BWN, persoalan hukum Islam yang
paling penting bukanlah pekerjaan Tergugat sebagai TKI, melainkan tidak
terlaksananya kewajiban suami setelah meninggalkan Penggugat. Bekerja di luar
negeri pada dasarnya dapat dibenarkan selama dilakukan untuk tujuan yang baik
dan tidak menyebabkan kewajiban terhadap keluarga ditinggalkan. Seorang suami
tetap mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah, menjaga hubungan
dengan istri, serta menjalankan kewajiban perkawinan meskipun berada di tempat
yang jauh (Ramdani & Syafitri, 2021). Oleh karena itu, keberadaan Tergugat di
Malaysia tidak dengan sendirinya dapat dijadikan alasan perceraian. Yang menjadi
dasar perceraian adalah konsekuensi dari keberangkatan tersebut, yaitu hilangnya
komunikasi, tidak adanya nafkah, tidak adanya kepastian keberadaan suami, dan
tidak adanya kehidupan rumah tangga dalam waktu yang sangat panjang.

Keadaan tersebut dapat dianalisis melalui prinsip kemaslahatan dalam hukum
[slam. Tujuan syariat pada dasarnya menghendaki terwujudnya kemaslahatan dan
tercegahnya kemudaratan (Darma, 2022). Apabila suatu perkawinan yang
seharusnya memberikan ketenteraman justru menyebabkan salah satu pihak
mengalami penderitaan berkepanjangan, sementara tidak terdapat upaya nyata
untuk memperbaiki keadaan, mempertahankan perkawinan secara formal dapat
bertentangan dengan tujuan kemaslahatan tersebut. Dalam perkara ini, Penggugat
berada dalam kondisi tidak memperoleh kepastian mengenai keberadaan suaminya
dan tidak memperoleh pemenuhan hak-haknya sebagai istri selama bertahun-
tahun. Oleh karena itu, keputusan untuk mengakhiri perkawinan dapat dipandang
sebagai upaya menghilangkan kemudaratan dan memberikan kepastian hukum
bagi Penggugat.

Hukum Islam pada prinsipnya tidak menjadikan perceraian sebagai pilihan
pertama dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga (Sunarto, 2019). Upaya
mempertahankan perkawinan dan mendamaikan para pihak tetap harus
diutamakan selama masih terdapat kemungkinan untuk hidup rukun. Namun,
apabila hubungan suami istri telah mengalami keretakan yang berkepanjangan dan
tidak terdapat lagi harapan untuk membangun kehidupan rumah tangga, perceraian
dapat menjadi solusi yang dibenarkan. Dalam konteks perkara ini, perpisahan
selama 9 tahun 8 bulan menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga bukan
merupakan konflik yang bersifat sementara. Terputusnya komunikasi dan tidak
terpenuhinya nafkah selama jangka waktu tersebut semakin memperkuat
kesimpulan bahwa tujuan perkawinan tidak lagi dapat direalisasikan.

Dari aspek pemenuhan hak dan kewajiban, tindakan Tergugat yang tidak
memberikan nafkah dan tidak melakukan komunikasi dengan Penggugat dalam
waktu yang sangat lama menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewajiban
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sebagai suami. Dalam hukum Islam, nafkah merupakan salah satu kewajiban suami
terhadap istri (Rikza & Djazimah, 2017). Demikian pula hubungan dan komunikasi
dalam rumah tangga merupakan bagian penting untuk menjaga keberlangsungan
kehidupan perkawinan. Ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan, sementara istri
tidak memperoleh kepastian mengenai keberadaan suaminya, maka keadaan
tersebut dapat menimbulkan kemudaratan bagi istri. Dengan demikian,
pertimbangan Pengadilan Agama Bawean yang mengabulkan gugatan Penggugat
memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dari perspektif perlindungan
terhadap hak-hak istri.

Perlu ditegaskan pula bahwa perkara ini merupakan cerai gugat, bukan secara
otomatis merupakan perkara khulu'. Cerai gugat merupakan gugatan perceraian
yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama, sedangkan khulu' memiliki
karakteristik tersendiri, khususnya berkaitan dengan adanya tebusan atau iwadh
(Najichah, 2020). Oleh karena itu, analisis terhadap perkara Nomor
53/Pdt.G/2024/PA.BWN lebih tepat menggunakan konsep cerai gugat berdasarkan
ketentuan hukum perkawinan dan prinsip hukum Islam mengenai pemutusan
perkawinan karena tidak terpenuhinya tujuan dan kewajiban perkawinan.

Pemberian akibat hukum berupa talak satu ba'in sughra juga sesuai dengan
karakteristik perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama. Talak ba'in
sughra tidak memberikan hak kepada mantan suami untuk melakukan rujuk selama
masa idah, tetapi para pihak tetap mempunyai kemungkinan untuk melangsungkan
perkawinan kembali melalui akad nikah baru (Hutagalung & Gunawan, 2019).
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan kepastian
mengenai berakhirnya hubungan perkawinan sekaligus tetap memberikan ruang
bagi kemungkinan terbentuknya kembali perkawinan apabila pada masa
mendatang kedua pihak menghendakinya.

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.BWN dapat dinilai sesuai dengan prinsip
hukum Islam, karena perceraian tidak didasarkan semata-mata pada fakta bahwa
Tergugat bekerja sebagai TKI di Malaysia, tetapi pada kondisi nyata bahwa tujuan
perkawinan tidak lagi tercapai. Perpisahan selama 9 tahun 8 bulan, terputusnya
komunikasi, tidak terpenuhinya nafkah, tidak adanya kepastian keberadaan
Tergugat, dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali merupakan
keadaan yang menunjukkan adanya kemudaratan dan tidak terlaksananya hak serta
kewajiban suami istri. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, perceraian
dapat dipahami sebagai langkah untuk menghilangkan kemudaratan dan
memberikan kemaslahatan serta kepastian hukum kepada Penggugat. Hal ini
sekaligus memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak hanya mempertahankan
keutuhan perkawinan secara formal, tetapi juga memperhatikan kualitas dan tujuan
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perkawinan dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmabh.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis
Hakim dalam mengabulkan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.BWN didasarkan
pada kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah mengalami
keretakan secara berkepanjangan. Tergugat yang bekerja sebagai pekerja migran
Indonesia (TKI) di Malaysia telah meninggalkan Penggugat selama 9 tahun 8 bulan,
tidak melakukan komunikasi, tidak memberikan nafkah, dan tidak kembali kepada
Penggugat sehingga keberadaannya tidak diketahui secara jelas. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga para pihak tidak lagi berjalan
sebagaimana mestinya dan tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Atas
dasar pertimbangan faktual dan yuridis tersebut, Majelis Hakim mendasarkan
putusannya pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian mengabulkan gugatan
Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra.

Ditinjau dari hukum Islam, putusan tersebut pada prinsipnya telah sesuai
dengan tujuan syariat dan prinsip kemaslahatan dalam perkawinan. Perceraian
tidak semata-mata disebabkan oleh status Tergugat sebagai TKI, melainkan karena
keberangkatannya ke luar negeri diikuti dengan terputusnya komunikasi, tidak
terpenuhinya kewajiban nafkah, serta tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami
istri dalam jangka waktu yang sangat panjang. Keadaan tersebut menunjukkan
bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah,
dan rahmah tidak lagi dapat diwujudkan dan justru menimbulkan kemudaratan
bagi Penggugat. Oleh karena itu, perceraian dalam perkara ini dapat dipandang
sebagai jalan untuk menghilangkan kemudaratan sekaligus memberikan kepastian
hukum terhadap status Penggugat. Dengan demikian, Putusan Nomor
53/Pdt.G/2024/PA.BWN memiliki dasar yuridis dan argumentasi yang sejalan
dengan prinsip hukum Islam karena menempatkan perlindungan hak, pemenuhan
kewajiban, dan kemaslahatan para pihak sebagai pertimbangan dalam mengakhiri
perkawinan.
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